KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 13/5SB/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DEWAN

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Y

PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa dengan telah diterimanya fasilitasi dari
Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/2483/0TDA
tanggal 7 April 2022 tentang Fasilitasi Rancangan
Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata
Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat; :

. bahwa Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib

DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud
huruf a, telah dibahas Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
Rancangan Peraturan Dewan Tata Tertib DPRD Provinsi
Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Dewan ;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979,
tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3146);



Memperhatikan

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional.

Hasil Pembahasan Panitia Khusus Pembahasan
Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disampaikan
pada Rapat Paripurna tanggal 11 Mei 2022,



Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketk&,

SUPARDI



